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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Anak adalah anugrah Tuhan Yang Maha Esa yang mana mereka perlu 
dilindungi harkat dan martabatnya serta dijamin hak-haknya untuk tumbuh dan 
berkembang sesuai dengan kodratnya. Anak sebagai generasi penerus bangsa, 
selayaknya mendapatkan hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan secara memadai. Anak 
berhak mendapatkan pemeliharaan dan bantuan khusus keluarga sebagai inti dari 
masyarakat dan sebagai lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraannya. 
Anak-anak hendaknya diberi pelindungan dan bantuan yang diperlukan, sehingga 
mampu mengemban tanggung jawab dalam masyarakat. Anak hendaknya 
diperlakukan dengan baik dalam lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih 
sayang dan pengertian. Anak harus dipersiapkan untuk menghadapi kehidupan 
pribadi dalam masyarakat dan dibesarkan dalam suasana perdamaian, tenggang dan 
kemerdekaan.  
Anak merupakan masa depan dan generasi penerus cita-cita bangsa. Anak 
merupakan kelompok penduduk usia muda yang mempunyai potensi untuk 
dikembangkan agar dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan dimasa 
mendatang. Perwujudan anak-anak sebagai generasi muda yang berkualitas, 
berimplikasi pada perlunya pemberian perlindungan khusus terhadap anak-anak 
dan hak-hak yang dimilikinya sehingga anak-anak bebas berinteraksi dalam 
kehidupan di lingkungan masyarakat.  
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anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang berada 
dalam kandungan. Karakteristik usia secara jelas mendefinisikan perbedaan yang 
memisahkan antara anak-anak dengan orang dewasa. Pasal 4 tentang perlindungan 
anak, bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 
berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta 
mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Untuk menjamin 
terpenuhnya hak anak tersebut maka pemerintah daerah Kota Bandung 
berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung 
kebijakan nasional serta membuat kebijakan daerah dalam penyelenggaraan 
perlindungan anak di Kota Bandung. 
Peraturan Daerah Kota Bandung No 10 tahun 2012 tentang penyelenggaraan 
Perlindungan Anak menetapkan : 
1. Bahwa Bandung sebagai kota metropolitan memiliki kompleksitas 
permasalahan anak, harus mengdepankan upaya perlindungan anak yang 
komprehensif, sinergi, dan terpadu lintas antara sector melalui Bandung 
sebagai Kota Layak Anak 
2. Bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang 
dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, 
serta merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa 
3. Bahwa dalam perkembangannya masih banyak anak yang perlu mendapat 
perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, 
Sesuai dengan isi Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan 
3 
 
 
eksploitasi, dan penelantaran di daerah sehingga diperlukan upaya strategis 
untuk memberikan perlindungan terhadap anak. 
Tabel 1.1 
Proyeksi Umur 0-18 tahun, 2011-2015 
Kelompok umur L P L+P 
0 – 4 5346 4999 10345 
5 – 9 4163 3980 8143 
10 – 14 6130 5460 11590 
15 – 18 10681 8219 18900 
Sumber BPS Kota Bandung, Coblong Dalam Angka 2016 
Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, seperti yang dilihat tabel 1.1, selama 
priode 2011-2015 jumlah 0-18 tahun di Kecamatan Coblong Kota Bandung terus 
mengalami kenaikan. Pada anak kelompok umur 15-18 tahun diproyeksikan 
memiliki jumlah yang lebih besar dibanding kelompok umur anak yang lain. Tren 
jumlah penduduk 0-18 tahun dengan kelompok umur tertentu ini harus menjadi 
perhatian pemerintah guna merencanakan program-program yang tepat untuk 
meningkatkan kualitas anak dan agar perubahan komposisi penduduk 0-18 tahun 
tidak menjadi penghambat jalannya Pendidikan. 
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Tabel 1.2 
Pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kecamatan Coblong 2016 
Pendidikan yang di 
tamatkan 
L P L+P 
Belum sekolah 3.095 3.398 6.493 
SD/ MI 8.489 10.656 19.145 
SMP/ MTS 8.489 10.656 19.145 
SMA/ MA/ SMK 28.086 21.126 49.212 
Perguruan tinggi 9.792 8.252 18.044 
Sumber BPS Kota Bandung, Coblong Dalam Angka 2016 
Tabel 1.3 
Partisipasi bersekolah di Kecamatan Coblong 2016 
Partisipasi bersekolah L P L+P 
Tidak/ belum sekolah 522 1640 2.163 
Masih sekolah 21.246 15.916 37.162 
Tidak bersekolah lagi 42.327 39.316 81.643 
Jumlah 64.096 56.872 120.968 
Sumber BPS Kota Bandung, Coblong Dalam Angka 2016 
Dari table 1.3 di atas menunjukan bahwa masih banyaknya anak yang belum 
merasakan pendidikan yang ditotalkan adalah sebanyak 81.643 yang masuk dalam 
Penyelenggaraan Perlindungan Anak sedangkan dari table 1.2 Pendidikan masih 
relatif  sebanyak 110.035 di tahun 2016, dan dari itu artinya Pendidikan di 
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Kecamatan Coblong masih belum terselenggara dengan baik dan harus ada 
penanganan secara berskala, oleh karena itu pada observasi awal penelitian, Peneliti 
menemukan bahwa Kesejahteraan anak di Kecamatan Coblong masih rendah di 
tandai dengan dimensi antara lain adalah:  
1. Anak berhak atas Kesejahteraan yaitu bimbingan baik dari keluarga 
maupun dalam khusus untuk tumbuh dan berkembang 
2. Anak berhak atas pelayanan yaitu mengembangkan kemampuan dan 
kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan keperibadian 
bangsa untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna 
3. Anak berhak atas pemeliharaan yaitu semasa kandungan maupun 
sesudah dilahirkan 
4. Anak berhak atas perlindungan yaitu lingkungan hidup yang dapat 
membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan 
dengan wajar 
Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk 
melakukan Penelitian lebih lanjut mengenai seberapa besar “PENGARUH 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NO 10 TAHUN 
2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK 
TERHADAP KESEJAHTERAAN ANAK DI KECAMATAN COBLONG 
KOTA BANDUNG”.  
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B. Identifikasi Masalah 
Dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah No 10 Tahun 2012 Tentang 
Penyelenggaraan Perlindungan anak di Kota Bandung khususnya di Kecamatan 
Coblong, Tentunya ada beberapa masalah yang mencakup terhadap kesejahteraan 
anak di Kecamatan Coblong Kota Bandung, di antaranya : 
1. Dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah No 10 Tahun 2012 tentang 
penyelenggaraan perlindungan anak, kesejahteraan anak di Kecamatan 
Coblong Kota Bandung meningkat, tetapi di sisi lain masih ada anak-anak 
di Wilayah Kecamatan Coblong yang belum merakasan kesejahteraan. 
2. Meskipun Kebijakan Peraturan Daerah No 10 Tahun 2012 telah 
diberlakukan, namun ada beberapa kendala yang masih belum teroganisir 
oleh peraturan tersebut. 
3.  Kurangnya pengawasan dari intansi perlindungan anak dan Pemerintah 
Kota Bandung. 
 
C. Rumusan Masalah 
Meninjau dari latar belakang dan permasalahan di atas, penulis merumuskan 
permasalahannya sebagai berikut : 
1. Apakah Terdapat Pengaruh Implementasi Kebijakan (Content Of Policy) Isi 
Kebijakan Peraturan Daerah No 10 Tahun 2012 Penyelenggraaan 
Perlindungan Anak Terhadap Kesejahteraan Anak Di Kecamatan Coblong 
Kota Bandung ? 
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2. Apakah Terdapat Pengaruh Implementasi (Content Of Polity) Lingkungan 
Kebijakan Peraturan Daerah No 10 Tahun 2012 Penyelenggraaan 
Perlindungan Anak Terhadap Kesejahteraan Anak Di Kecamatan Coblong 
Kota Bandung ? 
3. Apakah Terdapat Pengaruh Implementasi Kebijakan (Isi Kebijakan) Dan 
(Lingkungan Kebijakan) Perda No 10 Tahun 2012 Penyelenggraaan 
Perlindungan Anak Secara Simultan Terhadap Kesejahteraan Anak Di 
Kecamatan Coblong Kota Bandung ? 
 
D. Tujuan Penelitian 
Dari permasalahan di atas, maka tujuan Penelitian ini ialah untuk mengetahui : 
1. Untuk Mengetahui Pengaruh Implementasi Kebijakan Isi Kebijakan 
Perda No 10 Tahun 2012 Penyelenggraaan Perlidnungan Anak 
Terhadap Kesejahteraan Anak Di Kecamatan Coblong Kota Bandung 
2. Untuk Mengetahui Pengaruh Implementasi Kebijakan Lingkungan 
Kebijakan Perda No 10 Tahun 2012 Penyelenggraaan Perlidnungan 
Anak Terhadap Kesejahteraan Anak Di Kecamatan Coblong Kota 
Bandung  
3. Untuk Mengetahui Pengaruh Implementasi Kebijakan (Isi Kebijakan) 
Dan (Lingkungan Kebijakan) Perda No 10 Tahun 2012 
Penyelenggraaan Perlidnungan Anak Secara Simultan Terhadap 
Kesejahteraan Anak Di Kecamatan Coblong Kota Bandung 
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E. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
Secara teoritis Penelitian ini ialah mengembangkan Implementasi 
Kebijakan Peraturan Daerah No 10 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan 
perlindungan anak untuk Pendidikan anak di Kecamatan Coblong Kota 
Bandung 
2. Manfaat Praktis 
a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi atau 
sumbangan pemikiran Pemerintah Daerah di dalam perlindungan anak 
mewujudkan perlindungan anak untuk memiliki hak kebebasan 
bermain, Pendidikan dan lain sebagainya 
b. Bagi peneliti, Penelitian ini merupakan media sebagai bentuk 
Pembelajaran memecahkan masalah secara ilmiah dan pengaruh adanya 
kebijakan anak terhadap penyelenggaraan perlindungan anak di 
Kecamatan Coblong Kota Bandung 
c. Bagi Peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat 
melengkapi temuan empiris sebagai bahan referensi dan sumber 
informasi dalam melakukan penelitian selanjutnya. 
F. Kerangka Pemikiran 
Udoji dalam Wahab (2014:126) mengatakan bahwa: “the execution of plicies is 
as important if not more important than policy making, policies will remain dreams 
or print in file jakets unless they are implemented” (implementasi kebijakan adalah 
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sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari perbuatan 
kebijaksanaan. Kebijaksanaan-kebijaksanaan akan sekedar berupa impian atau 
rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak di implementasikan) 
Implementasi kebijakan adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk 
melaksanakan sesuatu kebijakan secara efektif. Implementasi ini merupakan 
pelaksanaan aneka ragam program yang dimaksud dalam sesuatu kebijakan.ini 
adalah suatu aspek proses kebijakan, yang amat sulit dalam menentukan hasil dari 
kebijakan tertentu. Sebagaimana yang telah dikemukakan, perbedaan dapat  
muncul antara pernyataan kebijakan (policy statement) dengan hasil kebijakan 
(policy output). Mungkin persoalannya lahir dari dampak kebijakan. Dampak 
memancarkan hasil kebijakan, yang tentu saja dapat berlainan dengan pernyataan 
kebijakan Dampak kebijakan merupakan konsekuensi-konsekuensi yang di 
tanggung masyarakat, baik yang diharapkan maupun tidak, keluar dari impementasi 
kebijakan (Santosa, 2012:43) 
Secara konsep Donal Van metter Carl dan Van Horn dalam Agustino 
(2008:141) mengajukan model implementasi kebijakan yang dikenal dengan 
sebutan A model of the polic implement. Kedua pakar tersebut mengemukakan enam 
variable yang dianggap mempengaruhi kinerja kebijakan public, yaitu:  
 Ukuran dan tujuan kebijakan  
 Sumber daya  
 Karakteristrik para pelaksanan  
 Sikap atau kecenderungan para pelaksana  
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 Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana  
 Lingkungan ekonomi, sosila dan politik (Agustino, 2008:141) 
George C. III mengajukan model implementasi kebijakan yang kemudian dikenal 
dengan model Direct and impac on implementation. Menurut Edward III ada empat 
paktor yang sangat menentukan implementasi kebijakan yaitu :  
1. Komunikasi, yang meliputi : transmisi yang jelas, kejelasan komunikasi 
yang diterima dan dapat dimengerti serta tidak membingungkan, konsisten 
perintah yang telah diberikan dalam pelaksanaan komunikasi. 
2. Sumber daya manusia, yang meliputi : staf yang kompeten dibidangnya, 
informasi yang jelas akan kepatuhan pelaksanan terhadap peraturan 
pemerintah yang telah ditetapkan, adanya wewenang yang diberikan kepada 
para pelaksanan, dan fasilitas yang memadai dalam rangka implementasi 
kebijakan. 
3. Disposisi, yang meliputi : karakter pelaksanaan yang memiliki sikap jujur, 
serta pelaksnana yang memiliki sikap komitmen terhadap tugas yang telah 
diterimanya serta memiliki karakter yang tegas dalam melakukan 
implementasi kebijakan  
4. Struktur Birokrasi, Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan 
kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi 
kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi 
adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating 
procedures) atau SOP. SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor 
dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung 
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melemahkan pengawasan dan menimbulkan red tape, yakni prosedur 
birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan 
aktivitas organisasi tidak fleksibel. (Subarsono 2015:89-92) 
Selanjutnya menurut Merilee S. Grindle dalam Subarsono (2015: 93) 
Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variable besar, yakni isi 
kebijakan (content of policy) dan lingkungan kebijakan (context of policy). Variable 
isi kebijakan ini mencakup: (1) Sejauh mana Kepentingan kelompok sasaran atau 
target groups termuat dalam isi kebijakan; (2) jenis manfaat yang diterima oleh 
target group; (3) sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan  
(4) apakah letak sebuah program adalah tepat; (5) apakah sebuah program didukung 
oleh sumberdaya yang memadai. Sedangkan variable lingkungan kebijakan 
mencakup: (1) seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki 
oleh para actor yang terlibat dalam implementasi kebijakan; (2) karakteristrik 
institusi dan rejim yang sedang berkuasa; (3) tingkat kepatuhan dan respon sivitas 
kelompok sasaran. (Subarsono, 2015:93-94). 
Beberapa teori yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas, maka penulis 
mengambil salah satu teori yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle (1980) 
mengenai keberhasilan kebijakan di pengaruhi oleh dua variable besar, yakni isi 
kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of 
implementation). Alasan penulis mengambil teori tersebut karena dianggap sesuai 
dengan permasalahan yang terdapat dalam proses implementasi kebijakan 
Perlindungan Anak, dimana dalam Kebijakan Peraturan Daerah No 10 Tahun 2012 
tersebut isi Kebijakan itu haruslah berdampak pada ekstabilitas Perlindungan Anak 
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di Kecamatan Coblong Kota Bandung dan Umumnya haruslah pada setiap anak-
anak yang ada di Seluruh Indonesia. Sedangkan di lihat dari segi lingkungan 
kebijakan, maka kebijakan Perlindungan Anak yang dilakukan oleh para aktor atau 
orang yang di percaya dan terlibat didalamnya harus memiliki kepatuhan terhadap 
tugas yang telah diberikan dalam melaksanakan kebijakan.  
Kesejahteraan berasal dari kata “sejahtara” sejahtra ini mengandung pengertian 
dari bahasa sansekerta “katera” yang berarti paying. Dalam hal ini, yang 
dimaksudkan “catera” yaitu orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, 
kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tentram, baik 
lahir maupun batin. Sedangkan social berasal dari kata “socius” yang berarti kawan, 
teman, dan kerjasama. Jadi kesejahteraan dapat diartikan sebagai suatu kondisi di 
mana orang dapat memenuhi kebutuhan dan dapat berelasi dengan lingkungannya 
dengan baik. Menurut Friendlander (1980) kesejahteraan merupakan system yang 
terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan institusi-institusi yang dirancang 
untuk mendorong individu-individu dan kelompok-kelompok untuk bisa mencapai 
standar hidup dan kesehatan yang layak dan relasi-relasi personal bahkan dan sosial 
sehingga mampu membantu mereka dalam mengembangkan kemampuan yang 
mereka miliki dan juga mendapatkan kesejahtraan sepenuhnya selaras dengan 
kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakatnya. (Fahrudin, 2014:8). 
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Menurut Undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, hak 
anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan 
dipenuhi oleh orangtua, masyarakat pemerintah dan Negara. 
Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak dalam Pasal 2 UU No 4 Tahun 
1979 tentang kesejahteraan anak di sebutkan : 
1. Anak berhak atas kesejahteraan, yaitu perawatan, asuh, dan bimbingan 
berdasarkan keluarganya maupun dalam asuhan untuk tumbuh dan 
berkembang dengan wajar 
2. Anak berhak atas pelayanan yaitu untuk mengembangkan kemampuan dan 
kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan keperibadian bangsa. 
3. Anak berhak atas pemeliharaan yaitu baik semasa kandungan maupun 
sesudah dilahirkan 
4. Anak berhak atas perlindungan yaitu terhadap lingkungan hidup yang dapat 
membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan 
wajar (Huraerah, 2006: 21). 
Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan adalah 
kondisi terpenuhnya kebutuhan material, spiritual, dan social Warga Negara agar 
dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan 
fungsi soalnya.  
Romanyshyn (1971) mendefinisikan kesejahteraan dapat mencakup 
persediaan/perbekalan dan proses-proses yang secara langsung berkenaan dengan 
penyembuhan sumber daya manusia dan perbaikan kualitas kehidupan. 
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Kesejahtraan melibatkan pelayanan-pelayanan kepada individu-individu dan 
keluarga-keluarga ataupun usaha-usaha untuk memperkuat atau mengubah 
institusi-institusi. (Fahrudin, 2014:20). 
Kesejahteraan dalam arti sangat luas mencakup beberapa tindakan yang 
dilakukan manusia untuk mencapai tingkat kehidupan masyarakat yang lebih baik. 
Kesejahteraan menurut Friendlander dalam Suud, “kesejahteraan merupakan 
system yang terorganisir dari pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga sosial, 
yang dimaksud untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok agar 
mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan dan hubungan-hubungan 
personal dan sosial yang member kesempatan kepada meraka untuk 
memperkembangkan seluruh kemampuan dan untuk meningkatkan kesejahtraan 
sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakatnya” definisi tersebut 
merupakan definisi kesejahtraan sebagai sebuah keadaan, yang mencerminkan 
bahwa manusia adalah mahluk sosial yang harus saling membantu agar terciptanya 
suasana yang harmonis dan sejahtera (Harsono, 2006:8) 
Berdasarkan penjelasan kesejahteraan diatas, Kamerman dan Khan juga 
memperkuat dengan adanya penjelasan enam komponen atau subsistem dan 
kesejahtraan sosial, yaitu: Pendidikan, Kesehatan, Pemeliharaan penghasilan, 
Pelayanan kerja, Perumahan, Pelayanan sosial personal. (Suharto, 2004:25). 
Selain itu, Schneiderman (1972) mengemukakan ada tiga tujuan utama dari 
sistem kesejahteraan  yang sampai tingkat tertentu tercermin dalam semua program 
kesejahteraan, yaitu pemeliharaan sistem, penguasaan sistem, dan perubahan sistem 
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a. Pemeliharaan Sistem 
Pemeliharaan dan menjaga keseimbangan atau kelangsungan keberadaan nilai-
nilai dan norma sosial serta aturan-aturan kemasyarakatan dalam masyarakat, 
termasuk hal-hal yang bertalian dengan definisi makna dan tujuan hidup; motivasi 
bagi kelangsungan hidup orang seorang dan kelompok; norma-norma yang 
menyangkut pelaksanaan peranan anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua dan 
peranan pria dan wanita; norma-norma yang berhubungan produksi dan distribusi 
barang dan jasa; norma-norma yang berhubungan penyelesaian konflik dalam 
masyarakat dan lain-lain. 
Kegiatan sistem kesejahteraan untuk mencapai tujuan semacam itu meliputi 
kegiatan yang diadakan untuk sosialisasi anggota terhadap norma-norma yang 
dapat diterima, peningkatan pengetahuan dan kemampuan untuk mempergunakan 
sumber-sumber dan kesempatan yang tersedia dalam masyarakat melalui 
pemberian informasi, nasihat, dan bimbingan, seperti penggunaan sistem rujukan, 
fasilitas pendidikan, sistem kesehatan, dan sebagainya, sementara tatanan sosial 
pokok pada dasarnya tidak berubah. Termasuk juga dalam kegiatan ini, bantuan 
keuangan dan pembayaran jaminan sosial untuk meningkatkan daya beli, guna 
terpeliharanya ekonomi secara keseluruhan. Kompensasi ini sifatnya temporal. 
b) Pengawasan Sistem 
  Melakukan pengawasan secara efektif terhadap perilaku yang tidak sesuai 
atau menyimpang dari nilai-nilai sosial. Kegiatan-kegiatan kesejahteraan sosial 
untuk mencapai tujuan semacam itu meliputi; mengintensifkan fungsi-fungsi 
pemeliharaan berupa kompensasi, (re) sosialisasi peningkatan kemampuan 
16 
 
 
menjangkau fasilitas-fasilitas yang ada bagi golongan masyarakat yang 
memperlihatkan penyimpangan tingkah laku misalnya kelompok remaja dan 
kelompok lain dalam masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar dapat ditingkatkan 
pengawasan diri sendiri (self-control) dengan jalan menghilangkan sebab-sebab 
masalah yang sesuangguhnya. Disamping itu, dapat pula dipergunakan saluran-
saluran dan batasan-batasan hukum guna meningkatkan pengawasan eksternal 
(external-control) terhadap penyimpangan tingkah laku misalnya orang tua yang 
menelantarkan anaknya, kejahatan, kenakalan remaja dan sebagainya. 
c) Perubahan Sistem 
Mengadakan perubahan kearah berkembangnya suatu sistem yang lebih efektif 
bagi anggota masyarakat (Effendi, dan Zastrow, 1982). Dalam mengadakan 
perubahan itu, sistem kesejahteraan sosial merupakan istrumen untuk menyisihkan 
hambatan-hambatan terhadap parsitipasi sepenuhnya dan adil bagi anggota 
masyarakat dalam pengambilan keputusan; pembagian sumber-sumber secara lebih 
pantas dan adil; dan terhadap penggunaan struktur kesempatan yang tersedia secara 
adil pula (Fahrudin, 2012:12) 
Dengan demikian, kesejahteraan memiliki beberapa makna yang relatif 
berbeda, meskipun substansinya tetap sama. Kesejahtraan pada intinya mencakup 
tiga konsepsi, yaitu  
1. Kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera, yakni terpenuhnya kebutuhan-
kebutuhan jasmaniah, Pendidikan dan sosial. 
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2. Institusi, arena atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga 
kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang 
menyelenggarakan usaha kesejahteraan dan pelayanan sosial. 
3. Aktivitas, yakni suatu kegiatan-kegiatan atau usaha yang terorganisir untuk 
mencapai kondisi sejahtera. (Suharto, 2014:02) 
Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial bertujuan untuk menghilangkan atau 
mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan terjadinya perubahan-perubahan  
sosio-ekonomi, menghindarkan terjadinya konsekuensi-konsekuensi sosial yang 
negative akibat pembangunan serta menciptakan kondisi-kondisi yang mampu 
mendorong penigkatan kesejahteraan masyarakat (Friendlander & Apte, 1982). 
Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial tersebut antara lain: 
1) Fungsi Pencegahan (Preventive) 
 Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga dan 
masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam 
masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan 
untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta 
lembaga-lembaga sosial baru 
2) Fungsi Penyembuhan (Curative) 
Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi 
ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang orang yang mengalami 
masalah tersebut dalam berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam 
fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitasi). 
3) Fungsi Pengembangan  (Development) 
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Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung 
ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan 
dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat. 
4) Fungsi Penunjang (Suppotive) 
Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan 
sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain. (Fahrudin, 2012:12). 
Dari beberapa teori yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti disini 
mengambil teori yang dikemukakan oleh Suharto, yaitu: Kondisi Kehidupan, 
Insttitusi dan Aktivitas. Alasan peneliti mengambil teori ini didasarkan teori 
tersebut sesuai dengan karakteristrik Kesejahteraan Anak dan juga birokrasi yang 
saling keterkaitan dalam hal ini demi terkikisnya Penyelenggaraan Perlindungan 
Anak yang ada di daerah Kecamatan Coblong Kota Bandung. 
Gambar 1.1 
Model Kerangka pemikiran 
  
 
  
 
 
 
 
(VARIABEL INDEPENDEN) 
Implementasi Kebijakan  
1. Isi Kebijakan  (content of 
policy) 
2. Lingkungan Kebijakakan 
(context of polity) 
Merilee S. Grindle (1980) 
dalam (Subarsono 2011;93-
94) 
(VARIABEL DEPENDEN) 
Kesejahteraan Anak 
1. Anak Berhak Atas 
Kesejahteraan 
2. Anak berhak atas 
pelayanan 
3. Anak berhak atas 
pemeliharaan 
4. Anak berhak atas 
perlindungan 
(Huraerah, 2006: 21) 
 
19 
 
 
G. Hipotesis 
Hipotesis merupakan Jawaban sementara terhadap rumusan masalah Penelitian, 
dimana rumusan masalah penelitian telah di nyatakan dalam bentuk kalimat 
pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan 
pada teori yang relevan, belum berdasarkan fakta-fakta yang empiris yang diperoleh 
melalui pengumpulan data. Berdasarkan rumusan masalah di atas maka 
Hipotesisnya adalah : 
H1  : Terdapat Pengaruh Implementasi isi kebijakan Peraturan Daerah No 10 Tahun  
         2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Terhadap Kesejahteraan  
         Anak di Kecamatan Coblong Kota Bandung 
H2 : Terdapat Pengaruh Implementasi (lingkungan kebijakan) Peraturan Daerah  
         No 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Terhadap  
         Kesejahteraan  Anak di Kecamatan Coblong Kota Bandung 
H3 : Terdapat  Pengaruh Implementasi (Isi Kebijakan) dan  (Lingkungan  
         Kebijakan) Peraturan Daerah No 10 Tahun 2012 Penyelenggraaan  
         Perlidnungan Anak Secara Simultan Terhadap Kesejahteraan Anak Di  
         Kecamatan Coblong Kota Bandung 
